SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

bahwa demi terjaminnya ketertulusuran Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian
Barang Dalam Keadaan Terbungkus bagi pedagang perlu
dilakukan Tera/Tera Ulang;

berdasarkan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Majene Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera  Ulang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali sesuai
dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah—-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Reppublik Indonesia Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Reppublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau Ulang
serta Syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
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Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Reppublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:
Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan Sebagaai unsur
pemerintahan Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Peradagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Majene.

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang
Kemetrologian.

Pejabat adalah Pegawai berhak fungsional yang diberi
tugas dibidang kemetrologian legal.
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Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-
satuan, ukuran metoda-metoda pengukuran dan alat
ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan
peraturan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-
undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum
dalam hal kebenaran pengukuran.

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah
atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau
memberikan  keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh  pegawai-pegawai yang  berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku dan
memberikan  keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh  pegawai-pegawai yang  berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
bagi pengukuran kuantitas atau penakar.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat
ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil
pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan
perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang
dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan
tera atau tera ulang.

Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi
Legal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah
Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi
kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri
dan perdagangan.

Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh
pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah
dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.

Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh
pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah
dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
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Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh
pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena
dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka
proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran
konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan
ukur dengan cara membandingkan terhadap standar
ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar
Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya
disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam
bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk
menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau
segel pembungkusnya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi
atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa
umum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.
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Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan  jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan  secara  objektif dan = profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau  untuk tujuan lain dalam = rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

(1) Mengubah tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2015 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
ekonomi.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI MAJENE,
CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada Tanggal 26 september 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

BURHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Panékat : Pembina
NIP: 19771015 200502 2 007



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
: 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG

Struktur dan besarannya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Pelayanan
Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai berikut

BESARNYA TARIF (Rp)
NO JENIS ALAT UKUR SATUAN LAMA BARU
1 |Pemeras Unit Rp 1.000 | Rp 2.000
2 |Takaran Basah dan Kering Unit Rp 1.000 | Rp 2.000
3 |Ukuran Panjang (Meter) Unit Rp 1.000 | Rp 2.000
4 |Anak Timbangan
- Kapasitas s/d 5 kg Unit Rp 1.000 | Rp 2.000
- Kapasitas di atas 5 kg Unit Rp 1.000 | Rp 5.000
S |Timbangan Dacing
- Kapasitas di bawah 100 kg Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
- Kapasitas di atas 100 kg Unit Rp 5.000 | Rp 20.000
6 |Timbangan Pegas (TP)
- Kapasitas 5 kg s/d 15 kg Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
- Kapasitas 15 kg s/d 60 kg Unit Rp 5.000 | Rp 12.000
- Kapasitas 60 kg s/d 100 kg Unit Rp 5.000 | Rp 15.000
- Kapasitas 100 kg ke atas Unit Rp 5.000 | Rp 20.000
7 |Timbangan Meja Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
8 |Timbangan Kwadran Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
9 |Timbangan Desimal Unit Rp 7.500 | Rp 15.000
10 |Timbangan Sentisimal
- Kapasitas s/d 300 kg Unit Rp 7.500 | Rp 15.000
- Kapasitas diatas 300 kg Unit Rp 7.500]| Rp 20.000
11 |Timbangan Bobot Ingsut Unit Rp 7.500 | Rp 15.000
12 |Timbangan Elektronik (TE)
- Kapasitas s/d 10 kg Unit Rp 10.000 | Rp 15.000
- Kapasitas 10 kg s/d 30 kg Unit Rp 10.000 | Rp 20.000
- Kapasitas di atas 30 kg Unit Rp 10.000 | Rp 25.000
13 |[Pompa Ukuran BBM Nozzle Rp 100.000 [ Rp 200.000
14 |Tangki Ukur Mobil (TUM) Liter Rp S| Rp 50
15 |Tangki Ukuran Tongkat/Rangka Unit Rp 1.000 | Rp 15.000
16 |Meter Arus Unit Rp 20.000 | Rp 30.000
17 |Meter Air 15 m3/jam Unit Rp 2.000 | Rp 5.000
18 [Meter Air 7 m3/jam Unit Rp 1.000 | Rp 3.000
19 [Meter Air Lebih 15 m3/jam Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
20 |Alat Ukur Gelas (Gelas Ukur) Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
21 (Bejana Ukur Unit Rp 10.000 | Rp 30.000
22 |(Alat Listrik Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
23 |Alat Ukur Gas 50 m3/jam Unit Rp 2.000]| Rp 5.000
24 |Alat Ukur Gas lebih dari 50 m3/jam Unit Rp 20.000 | Rp 40.000
25 |Alat Ukur Waktu (Stop Wach) Unit Rp 5.000 | Rp 10.000
26 |[Neraca Unit Rp 7.500 | Rp 15.000
27 |Timbangan Badan Unit -| Rp 20.000
28 |Jembatan Timbang Elektronik Unit -| Rp 500.000
29 |Taster (meter kadar air ) Unit -| Rp 50.000
30 |Tangki Tetap / Pendam Unit -| Rp 500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA




